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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan 

keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan 

barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, 

Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan 

untuk setiap sesuatu kadarnya.” 

(Surah Ath-Thalaq 2-3) 
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ABSTRAK 

PERAN DAN FUNGSI KEJAKSAAN SEBAGAI JAKSA PENGACARA 

NEGARA DALAM BIDANG KEPERDATAAN DAN BANTUAN HUKUM 

KEPADA MASYARKAT 

Oleh :  

MUHAMMAD DWI SULTHAN VERDIAN 

502018339 

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. 

Penegakan hukum ialah tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan 

atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan 

oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban umum, 

kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-

hak keperdataan masyarakat. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) secara 

eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan RI. Tetapi, Istilah Jaksa Pengacara Negara terimplisit Pasal 24 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan bahwa Jaksa 

Agung Muda Bidang Perdata adalah unsur pembantu pimpinan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata bertanggung 

jawab kepada Jaksa Agung atau dengan kata lain bahwa salah satu tugas 

Kejaksaan di bidang Perdata yaitu bertugas yakni mewakili negara dalam beracara 

perdata. 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan 

menggunakan bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, 

norma-norma hukum, buku-buku, dan referensi yang sifatnya saling 

berkesinambungan satu sama lain.  

Hasil skripsi ini menunjukan bahwa kedudukan kejaksaan sebagai lembaga 

eksekutif dan pelaksanaan Jaksa pengacara negara oleh kejaksaan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya Kejaksaan membina hubungan kerjasama 

dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain. 

Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum,  pertimbangan dalam bidang 

hukum, dan tindakan hukum lain kepada instansi pemerintah lainnya. Jaksa 

Pengacara Negara dalam beracara harus menggunakan surat kuasa khusus. 

Kata Kunci : Peran, Jaksa Pengacara Negara 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Lahirnya institusi pemerintah (goverment) merupakan salah satu bentuk 

konsekuensi logis dan diserahkannya pelaksanaan penyelenggaraan negara oleh 

masyarakat sebagai pemegang kedaulatan kepada badan atau pejabat tata usaha 

negara selaku aparatur negara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan 

teknologi dalam semangat globalisasi telah mengantarkan masyarakat pada 

perubahan paradigma berpikir yang lebih baik. Termasuk terhadap praktek praktek 

penyelenggaraan pemerintahan.  

Perubahan pola pikir masyarakat yang telah melahirkan konsep good  

goverment yang mencangkup aspek kehidupan yang mulai dari aspek hukum, 

politik, ekonomi, sosial dan terkait erat dengan tugas dan fungsi lembaga-lembaga 

Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak terlepas dari pengaruh telah 

dihadapkannya masyarakat pada sikap yang tidak dapat lagi menerima praktik-

praktik penyelenggaraan pemerintah yang berlangsung selama ini. 

Dalam Artikel kejaksaaan yang berjudul Pengertian Kejaksaan, Menyebutkan 

bahwa: 

“Kejaksaan merupakan salah satu lembaga dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang 

melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dalam bidang penuntutan. Sebagai 

badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan. Kejaksaan  

dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada  

Presiden. 
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Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri  merupakan 

kekuasaan negara dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu 

kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.”1 

 

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang menggantikan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dalam 

Pasal 2 Undang-Undang No.16 tahun 2004, Menyatakan bahwa :  

“Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme 

(KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang secara bebas, 

terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.” 

 

Selain berperan dalam perkara-perkara dalam perkara pidana, Kejaksaan juga 

memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu dapat 

mewakili pemerintah dalam perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa 

Pengacara Negara. 

Menurut Laurensius Arliman dalam Artikelnya yang berjudul Jaksa Pengacara 

Negara menurut Undang-Undang Kejaksaan pada Seminar Ikatan Dosen Sekolah 

Tinggi Ilmu Hukum Padang, Menyatakan bahwa: 

“Kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem 

pemerintahan telah ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945 dan Undang-Undang 

Nomr 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan Republik Indonesia yang menyatakan 

bahwa kedudukan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan 

kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan di lingkungan peradilan umum, 

kejaksaan mewakili dan mempertahankan kekuasaan negara, memperjuangkan 

kepentingan umum yang sangat membutuhkan ketertiban dan ketentraman dalam 

kehidupan. Pelaksanaan fungsi pengacara negara oleh kejaksaan dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya kejaksaan membina hubungan kerjasama  

      

                                                           
1 https://kejaksaan.go.id, diakses pada 8 November 2021 
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dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lain 

dan Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada 

instansi pemerintah lainnya.”2 

 

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya 

guna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan 

adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian 

tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna belum tentu adil, 

begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil, belum tentu berguna bagi 

masyarakat. 

 

Dalam fungsi jaksa sebagai pengacara negara, jaksa bertindak mewakili 

kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum perdata dan tata usaha 

negara untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi 

pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.  

Berkaitan dengan hal tersebut Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara menegaskan dalam Wawancaranya di stasiun tvone dalam Hari 

Bhakti Adhyaksa, menyatakan bahwa: 

“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk 

dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebagai 

Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara diwakili 

oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus (SKK) Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara 

karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan 

fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (DATUN).”3 

 

 

 

                                                           
2 https://seminar.osf.oi, diakses pada 20 November 2021 
3 https://www.tvone.com, diakses pada 20 November 2021 
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Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia. Namun, makna kuasa khusus dalam bidang keperdataan dengan 

sendirinya identik dengan pengacara.  

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat tersebut, peluang bagi 

peran Jaksa Pengacara Negara di masa yang akan datang dapat diprediksi semakin 

kuat sejajar dengan besarnya potensi untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya 

dalam menjaga eksistensi dan kewibawaan pemerintah. Untuk mengantisipasi 

kondisi tersebut, Jaksa Pengacara Negara perlu disiapkan dengan cara lebih 

meningkatkan kemampuan dan keahliannya agar dapat melaksanakan fungsi dan 

wewenangnya secara optimal. Pemanfaatan secara lebih optimal terhadap lembaga 

jaksa pengacara negara ini juga akan memberikan keuntungan bagi lembaga 

Kejaksaan Republik Indonesia. Selain citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran 

Jaksa pengacara Negara dapat memberikan keuntungan berupa penghematan 

pengeluaran negara atau daerah secara langsung dan berpotensi memberikan 

pendapatan negara bukan pajak yang diperoleh dari pengembalian kerugian negara 

atau pembayaran piutang negara. 

Menurut Artikel hukum online yang berjudul Peran dan Fungsi Jaksa Pengacara 

Negara di bidang Perdata, Menyatakan bahwa : 

“Fungsi jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara belum 

banyak dikenal oleh masyarakat. Berita tentang peran jaksa pengacara negara 

kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual 

sehingga sangat jarang dimuat sekalipun sebenarnya banyak sekali peran jaksa 

pengacara negara. Dalam menjalankan pelayanan publiknya yaitu Jaksa 

Pengacara Negara dalam mewakili kepentingan keperdataan masyarakat 

seringkali mengalami kendala, salah satunya adalah ketidaktahuan masyarakat 

terhadap kewenangan yang dimiliki Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili  
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kepentingan keperdataan masyarakat. Hal ini menjadikan sangat kecilnya 

intensitas masyarakat yang menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam 

hal mewakili kepentingan keperdataan masyarakat ini.”4  

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah yang menjadi peran kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan? 

2. Bagaimanakah fungsi kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum di 

bidang keperdataan? 

C.  Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup 

a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran 

dalam bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum perdata dan sebagai 

sumbangan karya tulis ilmiah kepada teman-teman untuk 

mengembangkan mutu pendidikan ditahun berikutnya. 

b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

rujukan bagi mahasiswa dan juga salah satu syarat bagi mahasiswa/i 

Universitas Muhammadiyah Palembang yang ingin menyelesaikan 

pendidikan S1. 

 

                                                           
4 https://www.hukumonline.com, diakses pada 20 November 2021 
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2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

mengharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menjelaskan : 

a.  Apa saja yang menjadi peran kejaksaan dalam melaksanakan 

fungsinya sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan. 

b.  Apa saja fungsi kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum 

kepada masyarakat. 

 

D.  Kerangka Konseptual 

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kejaksaan 

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang atas perubahan 

undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yang 

menyatakan : “Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya 

berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan 

Undang-Undang” 

2. Jaksa Pengacara Negara  
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Peraturan Jaksa Agung nomor per-025/A/JA/11/2015 menyatakan: 

“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau 

berdasarkan Surat Perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan 

hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha 

negara” 

3. Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah sistem yang di dalamnya terdapat anggota 

pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan 

hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau 

menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma 

hukum yang mengatur masyarakat tempat anggota penegakan hukum 

tersebut berada. Dalam hal ini kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara 

dalam penegakan hukum ialah untuk mengajukan gugatan atau 

permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana 

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka 

memelihara ketertiban umum, kepastian hukum dan melindungi 

kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan 

masyarakat 

4. Bantuan Hukum 

Bantuan hukum adalah pemberian bantuan hukum oleh lembaga hukum 

atau pihak yang berwenang dalam memberikan bantuan hukum kepada  
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lembaga negara atau masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan 

hukum dalam mencari keadilan, Dalam hal ini kejaksaan sebagai jaksa 

pengacara negara bantuan hukum ialah tugas jaksa pengacara negara 

dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk pemberian jasa 

hukum kepada instansi pemerintah atau lembaga negara atau BUMN 

untuk bertindak sebagai kuasa hukum pihak dalam perkara perdata dan 

tata usaha negara berdasarkan surat kuasa khusus. 

E.  Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, dengan jalan mengalisisnya, Selain itu juga, 

diadakan pemerikasaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.  

1.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode 

Penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan 

bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, norma- 

norma hukum yang berkaitan dan berkenaan dan judul skripsi ini, serta 

dengan menggunakan literatur-literatur, buku-buku, referensi yang sifatnya 

ilmiah dan saling terkait serta berkesinambungan satu sama lain dalam 

penulisan skripsi ini. Penelitian jenis ini, hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang  
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dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan 

berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

2.  Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang 

dianggap menunjang dalam penelitian ini, seperti rancangan undang-undang, 

hasil-hasil penelitian, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. 

3.  Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan jenis bentuknya maka data yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah Data Sekunder. Hal ini dikarenakan bentuk penelitian 

hukum dalam skripsi ini adalah bentuk penelitian normatif. Dimana Data 

Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti 

rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar 

hukum. Untuk mencari data yang sesuai dengan Peran dan Fungsi Kejaksaan 

sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang keperdataan dan Bantuan Hukum 

kepada masyarakat. 

4.  Analisis Data 
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Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dimana 

pembahanan serta hasil penelitian di uraikan dengan kata-kata berdasarkan 

data yang diperoleh, Data yang terkumpul akan di analisis dengan cara 

mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari 

penelitian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah 

dirumuskan. 

F.  Sistematika Penulisan 

Rencana  selanjutnya  untuk  melengkapi  penelitian  ini  maka  peneliti  

akan menggunakan  Sistematika  Penulisan  Laporan  yang  akan  di  lakukan  

nantinya  dalam penelitian  ini  yang  terdiri  dari  beberapa  bab.  Dimana  dalam  

masing-masing  bab selanjutnya  yang  akan  dibahas  yaitu: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang 

lingkup dan tujuan penelitian, Definisi konseptual, metodologi 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKAAN 

Bagian ini berisi tinjauan umum tentang batasan pengertian 

Kejaksaan, Peran dan Fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara  
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Negara di bidang keperdataan dan bantuan hukum kepada 

masyarakat. 

BAB III  PEMBAHASAN 

Bagian ini menjelaskan secara rinci apakah yang menjadi 

hambatan  kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang 

keperdataan dan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan 

bantuan hukum kepada masyarakat.  

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 

hasil dari semua pembahasan dari bab-bab sebelumnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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